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ABSTRAK 

 

KEPATUHAN HUKUM PELAKU UMKM DI KECAMATAN  

METRO UTARA  DALAM PENCANTUMAN  

TANGGAL KADALUARSA 

 

Oleh: TIA WINARTI 

 

Kepatuhan hukum pada pelaku UMKM dalam mencantumkan tanggal 

kedauwarsa merupakan salah satu informasi terkait kapan produk tersebut sudah 

tidak layak dikonsumsi (espirired). Pesatnya perkembangan industri rumah tangga 

atau pelaku UMKM yang menghasilkan berbagai jenis varian produk seperti 

Produk makanan rumahan, akan tetapi banyak produk makanan rumahan yang 

diedarkan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa di Kecamatan Metro Utara 

alasan beliau belum mencantumkan hal tersebut karena biasanya produk-produk 

UMKM hanya mencantumkan P-IRT saja pencantuman tanggal kedaluwarsa tidak 

ada pencantuman batas konsumsi atau tanggal kedaluwarsa dalam produk tersebut 

kejelasan informasi mengenai kapan produk tersebut kedaluwarsa yang tanpa ada 

batas waktunya pada produk makalan yang banyak beredar di pasaran dan banyak 

diminati oleh masyarakat  maka dalam penelitian ini ingin mengetahui Bagaimana 

kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman 

tanggal kedaluwarsa. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (fiel research) 

dengan sifat penelitian deskritif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif yaitu pecandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, 

faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki 

kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik 

pengumpulan datanya wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan 

keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dilakukan 

dengan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif adalah pengumpulan 

data harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui. 

Hasil penelitiannya adalah kepatuhan hukum pelaku usaha UMKM yang 

tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa belum sepenuhnya atau (100%) belum 

patuh hukum dikarenakan minimnya pendidikan pelaku usaha yang menyebabkan 

kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap hukum. mencamtukan tanggal 

kedaluwarsa mengatakan bahwa mereka tidak merasakan atau memperoleh 

dampak dari pencantuman lebel dan tanggal kedaluwarsa pada produknya. 

Meskipun pelaku UMKM mengatakan bahwa mereka tidak memperoleh dampak 

pencantuman tanggal kedaluwarsa tersebut yang belum mencantumkan tanggal 

kedaluwarsa pelaku UMKM yang belum mencantumkan lebel dan tanggal 

kedaluwarsa pada produknya. 

 

Kata Kunci: Kepatuhan hukum pelaku UMKM pencantuman tanggal kedaluwarsa 
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MOTTO 

 

 

                        

                           

 

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu  (QS. An-Nisa: 29).
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. BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan 

nasional telah menghasilkan banyak variasi barang atau jasa yang dapat 

dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi yang didukung oleh kemajuan 

teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi 

barang atau jasa. Akibat barang atau jasa yang ditawarkan bervariasi yang 

dihasilkan oleh para produsen atau pelaku usaha baik industri-industri besar 

atau industri yang kecil sekalipun yang lebih dikenal UMKM. 

Usaha mandiri atau yang lebih dikenal UMKM yang banyak diperjual 

belikan di warung/toko tradisional maupun pasar tradisional, mencantukan 

tanggal kedaluwarsa terhadap produk makanan konsumen memperoleh 

informasi yang jelas keamanan produk yang diperjual belikan.
1
 

Kelangsungan hidup usahanya sangat tergantung pada konsumen. 

Untuk itu mereka mempunyai kewajiban untuk memproduksi barang 

dan jasa sebaik dan seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan 

kepuasan kepada konsumen berhubungan dengan masalah keamanan, 

kesehatan maupun keselamatan konsumen produksi menjadi arti 

sangat penting.
2
 

 

Perkembangan kemajuan perilaku masyarakat membuktikan hukum 

Islam pemikiran yang tidak terbatas pada sistem hukum positif yang ada di 

Indonesia. Islam mengatur secara jelas dan tegas  dan tidak boleh dilakukan 

                                                             
1
 Mey Minanda,“ Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah 

Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif”(skripsi 

universitas sunan kalijaga,Yogyakarta, 2016),h.5 
2
 Vicky F. Taroreh “Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan 

Kadaluwarsa”Jurnal Hukum, Vol.II No. 2 (Januari-Maret 2014),h. 94 
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dalam kegiatan bisnis, Al-Qur’an menjelaskan hak dan batil tidak boleh 

dicampur jika ada suatu keraguan dalam menentukan suatu pilihan dianjurkan 

untuk meninggalkan. Seperti halnya peraktik bisnis yang diharamkan dalam  

Islam dalam bentuk penipuan produk barang atau jasa. Untuk tidak  

mengurangi atau mengambil menjadi hak orang lain firman Allah SWT: 

اا٣٨١مُفۡسِدِينَاالۡۡرَۡضِاٱأشَۡياَءَٓهُمۡاوَلَاتعَۡثوَۡااْفيِاالنَّاساَٱااْتبَۡخَسُواوَلَا
Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya 

dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan an(QS Al-Syu’ara :183).
3
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa membiarkan suatu kegiatan distribusi 

dan produk barang atau jasa tidak memberikan informasi tentang barang atau 

jasa secara jujur dan transparan. Ada kesulitan yang dihadapi perkembangan 

hukum apabila tidak berprinsip pada hukum Islam. Untuk menghindari 

kesulitan suatu hukum terhadap suatu perkara disepakatilah maslahahnya. 

Apabila dikaji menurut pandangan prinsip hukum ekonomi syariah, 

pencantuman tanggal kedaluwarsa makanan merupakan salah satu hal 

yang dilakukandemi mencapai kemaslahatan dan menghindari 

kemafsadatan Kemaslahatan bisa diartikankeselamata yang mencakup 

semua pihak sedangkan kemafaatan kerusakan yang dapat terjadi.
4
 

 

Kemaslahatan dalam hal ini ditunjukkan untuk para konsumen supaya 

terhindar dari resiko yang terjadi jika suatu makanan tersebut mengandung 

zat yang berbahaya bagi tubuh seperti halnya zat pewarna, pengawet dan 

pemanis buatan. adanya pencantuman komposisi bahan dan pencantuman 

tanggal kedaluwarsa, maka makanan tersebut jelas asal usul bahan yang 

digunakan proses produksi sehingga tidak merugikan konsumen. 

                                                             
3
 Mardani, Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah (Jakarta :Rajawali Pers, 2011),h. 11 

4
 Lincolin Arsyad,Ekonomi Pembangungan, h. 85 
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Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 8 huruf (g) menyebutkan 

bahwa perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha adalah “Tidak 

mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau 

pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”.
5
 

Pelaku UMKM yang sering dijumpai dalam masyarakat adalah usaha 

UMKM yang banyak diperjual belikan atau dipasarkan diwarung maupun 

pasar tradisional. Sebagian besar produk tersebut tidak mencantumkan 

tanggal kedaluwarsa.  Tanggal kedaluwarsa merupakan informasi dari pelaku 

UMKM kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu 

penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik (kualitas) dan paling aman 

(kesehatan) dari suatu produk makanan atau minuman. Jika mengkonsumsi 

atau menggunakan produk yang sudah menggunakan produk yang sudah 

kedaluwarsa (lewat tanggal kedaluwarsa). 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 

(3) menyatakan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang 

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara, baik sendiri 

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan 

usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
6
 

 

Kepatuhan hukum pelaku UMKM pada kenyataannya masih banyak 

yang belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa dalam produknya. Tidak 

mencantumkan tanggal kedaluwarsa dapat membahayakan bagi konsumen 

karena konsumen tidak akan tahu kapan makanan yang dikonsumsinya 

                                                             
5
 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang pelaku usaha 

6
 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen   
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tersebut dalam kondisi kedaluwarsa. Dalam produk belum mencantumkan 

tanggal kedaluwarsa, alasan beliau belum mencantumkan hal tersebut karena 

biasanya kepatuhan hukum pelaku UMKM. Produk ini banyak beredar di 

pasaran dan banyak diminati oleh masyarakat. 

Wawancara yang dilakukan bahwa kepatuhan hukum pelaku UMKM 

di Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa tidak ada 

pencantuman batas konsumsi atau tanggal kedaluwarsa dalam produk tersebut 

kejelasan informasi mengenai kapan produk tersebut kedaluwarsa yang tanpa 

ada batas waktu kadaluasnya pada  produk makanan yang dijual tersebut.
7
 

Pelaku UMKM pada kenyataannya masih banyak yang belum mencantumkan 

tanggal kedaluwarsa produknya. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa 

dapat membahayakan bagi konsumen karena konsumen tidak akan tahu kapan 

makanan yang dikonsumsinya tersebut dalam kondisi akan kedaluwarsa. 

Berdasarkan Survei yang dilakukan peneliti di Kecamatan Metro 

Utara bahwa terdapat beberapa penduduknya memiliki UMKM. Ada 4 yang 

paling laku produknya terdapat pada pelaku UMKM yang memproduksi 

makanan ringan, yang masing memproduksi Keripik Singkong pedas, Roti 

Donat, Keripik Tempe, dan Pembuatan Tahu Kopong. Kenyataannya belum 

mencantumkan tanggal kedaluwarsa dalam produknya. Tidak mencantumkan 

tanggal kedaluwarsa dapat membahayakan konsumen yang tidak paham 

kapan makanan yang dikonsumsinya dalam kondisi akan kedaluwarsa.
 8
 

                                                             
7
 Wawancara Juniansyah  salah satu pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023 

8
 Wawancara Zakaria Sebagai konsumen UMKM di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023 
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Pelaku UMKM yang selalu diminati dengan alasan sesuai dengan 

selera pemasaran yang dilakukan produsen disetiap warung tradisional dan 

pasar tradisional yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat tanpa 

mereka ketahui sebagian besar produk tersebut tidak mencantumkan 

kedaluwarsa pada produknya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 pasal 8 ayat (1) pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha 

dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang memprodukai dan/atau 

memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mencantumkan tanggal 

kedaluwarsa. Namun, dalam praktiknya kepatuhan hukum pelaku UMKM 

dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa telah melanggar aturan yang telah 

ditentukan. Meskipun Ketentuan perundang-undangan sudah mengatur, akan 

tetapi pelaksanaanya di lapangan masih ada saja perilaku menyimpang pelaku 

UMKM yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, akibat kurangnya 

pengetahuan dan kurangnya pemahaman serta kepatuhan hukum terkait 

pengaturan tanggal kedaluwarsa yang wajib dicantumkan pada suatu produk 

UMKM. Dengan hal ini Peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih 

lanjut tentang Kepatuhan Hukum Pelaku UMKM di Kecamatan Metro 

Utara dalam Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa. 

B. Pertanyaan Penelitian  

Penelitian diharapkan dapat mempermudah penyusun penelitian, maka 

penyusun pertanyaan penelitiannya yakni: Bagaimana kepatuhan hukum 

pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal 

kedaluwarsa? 
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C. Tujuan  Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui kajian ini adalah: Untuk 

mengetahui kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara 

dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang diinginkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis manfaat penelitian dapat memberikan pengetahuan dalam 

pengembangan hukum ekonomi syariah, yang berkaitan dengan kegiatan 

bisnis pelaku usaha konsumen sangat diperlukan pada hak-hak konsumen. 

2. Manfaat praktis penelitian yakni pemahaman masyarakat mengenai hak-

hak konsumen, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 

memilih produk tentang kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan 

Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa. 

E. Penelitian  Relevan  

Penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti 

mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas 

belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.
9
 Hasil 

penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan kajian ini: 

1. Skripsi Dewi Afidatun Nizmah yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku 

Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 19 Undang-

Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).
10

  

                                                             
9
 Zuhairi, Dkk. Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro, (IAIN Metro Tahun 

2018),  h. 39. 
10

 Dewi Afidatun, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis 

Pasal 19 UU No 8 Th 1999 Perlindungan Konsumen), Skripsi, (Surakarta: 2016, IAIN Surakarta) 
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Hasil penelitian ini penerapan tanggung jawab pelaku usaha 

belum maksimal dalam memberikan perlindungan kepada konsumen 

karena terdapat pembatasan waktu dalam memberi penggantian kerugian, 

yang hanya dibatasi dalam kurun waktu tujuh hari setelah transaksi. 

Pelaku usaha bertanggung jawab ganti rugi atas dasar kerusakan, 

pencemaran dan kerugian konsumen berupa pengembalian uang atau 

penggantian barang dan/atau jasa, atau perawatan kesehatan. 

Persamaan penelitian ini adalah tentang perlindungan konsumen 

sedangkan perbedaan penelitian Dewi Afidatun membahas Tanggung 

Jawab Pelaku Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 

19 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), 

sedangkan yang akan di bahas adalah kepatuhan hukum pelaku UMKM di 

Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa. 

2. Linang Karisma berjudul “Perlindungan Konsumen dari Produk Pangan 

Kedaluwarsa Ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999.
11

  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan 

konsumen dari produk pangan kedaluwarsa ditinjau dari Undang-Undang 

No. 08 Tahun 1999 adalah ganti rugi berupa pengembalian uang atau 

penggantian barang dan/atau jasa, atau perawatan kesehatan dan/atau 

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan. Selain itu, 

konsumen yang menderita produk pangan kedaluwarsa akan mendapat 

perlindungan hukum secara preventif perlindungan hukum secara represif. 

                                                             
11

 Linang Karisma Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau dari 

Undang-Undang No. 08 Tahun 1999  Skripsi IAIN Metro. 
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Persamaan penelitian ini adalah tentang perlindungan konsumen 

sedangkan perbedaan penelitian Linang Karisma membahas Perlindungan 

Konsumen Dari Produk Pangan Kedaluwarsa Ditinjau dari Undang-Undang No. 

08 Tahun 1999, sedangkan yang akan di bahas adalah kepatuhan hukum 

pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal 

kedaluwarsa. 

3. Risa Mayasari dengan judul Produk UMKM Tanpa Tanggal Kedaluwarsa 

Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen 

(Studi Pada UMKM Kecamatan Sekicau Kabupaten Lampung Barat)”.
12

  

Hasil penelitian, produsen atau pelaku usaha yang sudah 

mencantumkan label dan tanggal kedaluwarsa akan berdampak pada rasa 

kepercayaan tersendiri. Dengan adanya tanggal kedaluwarsa, konsumen 

merasa diberi informasi mengenai hasil produk buatannya masih layak 

konsumsi atau sudah dalam masa kedaluwarsa. Sedangkan, produsen atau 

pelaku belum mencantumkan label dan tanggal kedaluwarsanya. 

Persamaan penelitian ini adalah tentang produk UMKM tanpa 

tanggal kedaluwarsa sedangkan perbedaan penelitian Risa Mayasari 

membahas produk UMKM tanpa tanggal kedaluwarsa implikasinya 

Terhadap pelaku ekonomi dan perlindungan konsumen. Sedangkan yang 

akan di bahas adalah kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan 

Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa. 

 

                                                             
12

 Risa Mayasari, “Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluarsa Implikasinya 

Terhadap Pelaku Ekonomi Dan Prlindungan Konsumen (Study Pada Home Industry Kecamatan 

Sekincau Kabupaten Lampung Barat)” (UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2017) 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kepatuhan Hukum 

1. Pengertian Kepatuhan Hukum 

Kepatuhan hukum dapat dikatakan sebagai kesadaran atau nilai 

nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang diharapkan ada. 

Kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu 

diatur oleh hukum. Kepatuhan Hukum diartikan secara terpisah berasal 

dari kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan 

merupakan mengetahui mengerti tentang hukum. 

Sadar secara etimologi berarti: tahu, merasa dan mengerti. Dalam 

istilah fikih (yang membicarakan tentang hukum dalam arti 

Kepatuhan Hukum) berarti mengetahui atau mengerti tentang 

tindakan hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat 

membedakan baik dan buruk. Dengan demikian, Kepatuhan 

Hukum berarti merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur 

oleh hukum.
13

 

 

Kepatuhan Hukum sebagai konsepi-konsepsi abstrak didalam diri 

manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang 

dikehendaki atau ditandai dengan indikator pengetahuan tentang isi 

peraturan huku, terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum.
14

 

Kepatuhan Hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat 

tentang fungsi apa yang hendak dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. 

Kepatuhan Hukum menyangkut apakah ketentuan hukum tertentu benar 

                                                             
13

Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad, Ciputat Press, Ciputat, 2002, h. 248 
14

Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam 

Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Universitas 

Diponegoro, 2010), 7. 
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benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.
15

 Kepatuhan hukum 

diartikan sebagai keseluruhan komples kesediaan warga masyarakat untuk 

berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum.
16

  

Kepatuhan Hukum sebagai tonggak awal yang akan memotivasi 

masyararakat umum pelaku UMKM untuk sadar hukum dan berperilaku 

secara suka rela sesuai ketentuan hukum perundang undangan yang 

berlaku. Tetapi tidaklah mudah membangun Kepatuhan Hukum, karena 

tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut.  

Sadar hukum adalah suatu kondisi masyarakat mau menghargai, 

mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya paksaan. 

Kepatuhan Hukum masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis 

aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, acuan perilaku warga masyarakat.
17

 

Hukum sebagai Fenomena sosial merupakam institusi dan 

pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi 

yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan tersebut, 

oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi 

sebagai pemahaman Kepatuhan Hukum. 

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan 

hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan 

                                                             
15

 Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai 

Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia,” Jurnal Wawasan Hukum 30, No. 1 (2014): 35. 
16

 Sebagaimana Dalam Setandjo Wignjosoebroto Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha 

Kecil Di Bidang Pangan  Kemasan  Kota Semarang T Regulasi Sertifikasi Produk Halal,” 13. 
17

 Suherman Toha, Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat, 

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011,h. 19 
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masyarakat menjunjung tinggi intitusi/aturan sebagai pemenuhan 

kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Ada 

beberapa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat tidak 

sadar akan pentingnya hukum diantaranya: 

a. Adanya ketidak pastian hukum 

b. Peraturan-peraturan bersifat statis 

c. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan 

peraturan yang berlaku.
18

 

Antara hukum syara’ dalam arti khusus dengan akhlak terdapat 

kesamaan dalam sasaran dan ruang lingkupnya yaitu tindaan lahir manusia 

dalam hubungan dengan kehidupan bersama bermasyarakat. sehingga 

hukum bersifat memaksa larangan syara’ mengandung sanksi. 

Uraian di atas bahwa kepatuhan hukum merupakan konsepsi 

abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan 

ketentraman yang dikehendaki berarti kesadaran untuk bertindak sesuai 

dengan ketentuan hukum. Kesdaran hukum dalam masyarakat merupakan 

semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan–peraturan 

dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. 

2. Indikator Kepatuhan Hukum 

Indikator isi hukum c. Sikap hukum d. Pola perilaku hukum Setiap 

indikator tersebut menunjukan tingkat Kepatuhan Hukum tertentu mulai 

dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.
19

  

                                                             
18

 Rahardjo Satjipto Hasibuan, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat 

Dewasa Ini,” 81 
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Ada beberapa indikator yang dikemukakan
20

 dari Kepatuhan 

Hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf 

Kepatuhan Hukum. Dijelaskan secara singkat bahwa:  

a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum Seseorang mengetahui 

bahwa perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum 

yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak 

tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh 

hukum maupun perilaku hukum.  

b. Indikator kedua adalah pengakuan hukum Seseorang warga 

masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai 

aturan-aturan tertentu. 

c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai 

kecenderungan mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
21

 

 

Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana 

seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan 

yang berlaku indikator kepatuhan hukum hanyalah dapat terungkapkan 

seseorang mengadakan penelitian secara seksama pada gejala tersebut.  

Indikator-indikator tersebut sebenarnya merupakan petunjuk yang 

relatif nyata tentang adanya taraf Kepatuhan Hukum tersebut. 1) 

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai suatu yang 

di perlukan maupun kondisi untuk kesesuaian dengan hukum.
22

  

Sudah tentu hukum yang dimaksud adalah hukum yang tertulis dan 

tidak tertulis. Pengetahuan tersebut erat kaitanya dengan perilaku 

yang tidak dilarang oleh hukum. Pemahaman hukum diartikan 

sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi 

peraturan dari suatu hukum tertentu. 2) Penetahuan isi hukum 

adalah jumlah informasi seseorang yang memiliki tentang materi isi 

peratuan normatif tertentu.
23

  

                                                                                                                                                                       
19

 Soerjono, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 2011 ,h. 159 
20

 Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota 

Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal,” 15–16. 
21

 Suherman Toha, Dampak Penyuluhan Hukum, h 32 
22

 Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan. 140 
23

 Ibid 140 
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Pemahaman yang biasanya diwujudkan melalui sikap mereka 

terhadap tingkah laku sehari-hari. 3) Sikap hukum di jabarkan sebagai 

berikut: a) Disposisi untuk menerima beberapa norma hukum atau ajaran 

karena itu layak hormat sebagai bagian yang sah dari hukum. b) 

Kecenderungan untuk menerima norma hukum atau ajaran karena dihargai 

karena menguntungkan atau berguna. 4) Pola perilaku hukum adalah 

perilaku hukum yang di inginkan. 

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam Kepatuhan 

Hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau 

tidak dalam suatu masyarakat. Seberapa jauh Kepatuhan Hukum dalam 

masyarakat dapat dilihat dari perilaku hukum. 
24

 

Hukum menetapkan ketentuanketentuan yang bersifat normatif, 

ketentuan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Agar 

ketentuan itu dipatuhi umat manusia. Dengan hukum memaksakan 

kehendak Allah untuk dipatuhi demi kemaslakhatan umat. 
25

 

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa seseorang sesuai dengan 

syarat-syarat yang ditentukan, berarti ia telah melaksanakan hukum 

dengan baik, namun belum tentu dengan memiliki akhlak yang baik, kalau 

kepatuhan melaksanakan hukum itu tidak didasari oleh kesadaran berbuat 

dan hanya semata karena mengharap dapat memiliki akhlak yang baik jika 

terdorong oleh nurani dan kesadaran untuk berbuat. kesadaran berbuat atau 

tidak berbuat itu telah membentuk pribadinya. 

                                                             
24

 Ibid 140 
25

 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad, Ciputat: HtPress, 2002), h. 262-263 
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3. Usaha Meningkatkan Kepatuhan Hukum 

Peraturan hukum atau undang-undang merupakan pedoman bagi 

warga masyarakat tentang bagaimana mereka seharusnya bertindak tidak 

berbuat di masyarakat. Bahkan hukum itu bukan saja sebagai pedoman 

yang harus dibaca dilihat atau diketahui melainkan harus dihormati, 

dilaksanakan selanjutnya ditegakkan. 

Pendapat ahli menjelaskan bahwa penyuluhan hukum secara tidak 

angsung yakni penyuluhan hukum tidak berhadapan dengan masyarakat 

yang disuluh, melainkan melalui media, atau perantaramisalnya radio, TV, 

film, bahan bacaan dan lain-lainnya.
26

 

Oleh karena itu, tujuan hukum menciptakan keadilan, maka 

diharapkan kepada warga masyarakat dan penguasa mentaati hukum yang 

berlaku. Menerapkan hukum ditujukan untuk merubah perilaku anggota 

masyarakat, Sehingga perilakunya berdampak positif. Bilamana kesadaran 

akan hukum itu telah melekat pada diri masing-masing warga masyarakat 

terciptalah yang dinamakan kepatuhan hukum. Pada tingkat dan situasi 

yang demikian tidak mengenal lagi yang dinamakan taat atau patuh pada 

hukum karena suatu paksaan fisik maupun mental. 

Peraturan dimaksud, penerangan dan penyuluhan hukum, mungkin 

hanya perlu dijelaskan pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan 

perundang-undangan, agar masyarakat merasakan manfaatnya. 

Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan 

masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang 

menjadi sasaran penyuluhan hukum.
27

 

 

                                                             
26

 Chairuddin, Sosiologi Hukum, 100-101 
27

Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial (Bandung: 

Alumni, 2015), 188. 
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Cara meningkatkan Kepatuhan Hukum masyarakat melalui wadah 

Kadarkum ini adalah dengan melaksanakan penyuluhan hukum yakni 

suatu kegiatan untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat berupa 

penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam 

suasana informal agar setiap anggota masyarakat dalam suasana informal 

mengetahui memahami yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya 

sehingga tercipta sikap dan perilaku patuh yakni disamping mengetahui, 

memahami, menghayati sekaligus mematuhi/ mentaati hukum. 

4. Faktor-faktor Kepatuhan Hukum 

Kepatuhan Hukum masyarakat, maka akan mempunyai taraf 

kepatuhan hukum yang masih relatif rendah maka hal ini di sebabkan 

kepatuhan hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 1). rasa 

takut pada sanksi 2). Memelihara hubungan baik dengan kelompok 3). 

Memelihara hubungan baik dengan penguasa 4). Kepentingan pribadi 

terjamin 5). Sesuai sengan nilai yang dianut pembuktian faktor-faktor 

tersebut sangat berpegaruh, maka lebih menghubungkan antara masing-

masing indikator kepatuhan hukum secara menyeluruh maupun terpisah.
28

 

Faktor-faktor yang lebih pokok dari kepatuhan hukum adalah 

pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, 

tingkat studi, dan jangka waktu tinggal.
29

  

Berkaitan dengan kepatuhan hukum pedagang kaki lima terdapat 

faktor yang mempengaruhinya antara lain:  

                                                             
28

 Ibid, 123 
29

 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, h. 67 
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a. Faktor Pendidikan  

Pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat 

penting, karena dengan pendidikan pola berfikir masyrakat menjadi 

sangat berkembang dan terarah, dengan pendidikan pula manusia dapat 

meningkatkan status sosialnya. Faktor pendidikan sangat berpengaruh 

terhadap pengetahuan isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku 

hukum khususnya pedagang kaki lima.
30

  

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 

tentang sisitem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian, keperibadian diperlukan dirinya masyarakt, 

bangsa dan negara.
31

  

 

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 20 tahun 

2003 tentang sisitem pendidikan nasional, menyebutkan bahwa 

pendidikanformal adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang 

terdiri dari pendidikan dasar pendidikan menengah, pendidikan tinggi. 

Hubungan kepatuhan hukum dengan faktor pendidikan yakni 

dengan semakin tingginya pendidikan seseorang, untuk sadar hukum 

terkadang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lebih 

rendah, namun tidak menutup kemungkinan pendidikan lebih rendah 

sepenuhnya memiliki kesadaran, tetapi sebagian tidak memiliki 

kepatuhan hukum. perbedaan tingkat pendidikan tersebut memberi 

warna perilaku berbeda dalam menanggapi dan memecahkan. 

                                                             
30

 Ibid,  
31

 Undang-Undang No 20 tahun 2003 pasal 1 angka (1) sisitem pendidikan nasional 
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b. Factor Ekonomi 

Ekonomi yang semakin maju dan sulitnya mendapatkan 

pekerjaan untuk memulai usaha mengharuskan seseorang untuk 

melanggar hukum seperti halnya para pedagang kaki lima yang harus 

berjualan di seputar trotoar, dilarang pemerintah semakin banyak 

kebutuhan yang diperlukan tidak sadar akan hukum.
32

 

Hubungan antara faktor ekonomi dengan kepatuhan hukum 

merupakan sangat penting adanya karena kebanyakan dari pedagang 

kaki lima berjualan diseputaran trotoar dan badan jalan kurangnya 

modal untuk membeli bangunan ruko dan perekonomiannya sangat 

rendah mereka menempati tempat yang dilarang oleh pemerintah. 

 

B. Pelaku UMKM 

1. Pengertian Pelaku UMKM  

Pelaku UMKM dapat dikatakan sebagai Pengusaha. Pengusaha 

ialah sesorang atau memiliki badan usaha yang menjalankan berbagai 

usaha, memproduksi, mendistribusikan produk kepada masyarakat luas 

konsumen, melakukan penawaran konsumen. Berbagai pengertian secara 

luas tentang, tidak hanya membicarakan tentang Pelaku UMKM, tapi juga 

tentang pedagang perantara dan Pelaku UMKM.
33

 

Pelaku UMKM usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang peroranganatau badan usaha, yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

                                                             
32

 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, h. 54 
33

 Mariam Darus, Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku Kertas Kerja 

Pada Simposium Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Jakarta 1990, h. 57 
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dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah yang memenuhi kriteria usaha kecil 

(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM).
34

   

 

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan/TAP MPR Nomor II/MPR/1993 disebutkan kata 

konsumen dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang 

perdagangan namun sama sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang 

penjelasan pengertian konsumen itu sendiri. 

Pelaku UMKM menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen 

juga tidak terbatas pada Pelaku UMKM perorangan yang 

berkewarganegaraan Indonesia atau badan Hukum Indonesia, tetapi 

juga Pelaku UMKM perorangan yang bukan berwarganegara 

Indonesia atau Pelaku UMKM badan hukum asing, sepanjang 

mereka itu melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 

Republik Indonesia.
35

 

 

Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (yang diberlakukan pemerintah mulai 20 

April 2000), hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang 

pengertian konsumen dalam hukum positif di Indonesia.
36

  

Pelaku UMKM merupakan para pihak yang saling terkait dan 

saling membutuhkan satu dengan lainnya. Pelaku UMKM menyadari 

sepenuhnya kelangsungan hidup usahanya tergantung pada konsumen. 

Demikian pula konsumen tegantung kepada pelaku UMKM dalam 

pemenuhan kebutuhannya. Oleh karena itu, keseimbangan dalam berbagai 

segi menyangkut kepentingan kedua belah pihak merupakan yang ideal. 
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2. Hak-Hak Pelaku UMKM 

Menjalankan usahanya, Pelaku UMKM memiliki hak untuk 

memproduksi suatu barang dan/atau jasa sesuai dengan keahlian dan 

kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selaku konsumen. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, dalam Pasal 6 diatur mengenai hak-hak Pelaku UMKM, 

anatara lain: 

a. Menerima pembayaran yang sesuai denagn kesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,  

b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik 

c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum 

sengketa konsumen,  

d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan,  

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang.
37

 

 

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa  hak-hak Pelaku UMKM 

adalah menerima pembayaran yang sesuai denagn kesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai tukar barang, mendapatkan perlindungan hukum dari 

tindakan konsumen, melakukan pembelaan diri sepatutnya, rehabilitasi 

nama baik apabila tidak terbukti secara hukum, hak-hak yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Kewajiban Pelaku UMKM 

Segala bentuk kebutuhan manusia tentang barang dan/atau jasa 

sebagai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai kebutuhan 

manusia beraneka ragam dan dapat dibedakan dari macam kebutuhannya. 
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Karena banyaknya kebutuhan manusia maka setiap manusia berusaha 

mencari atau memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya baik berupa barang 

maupun jasa dalam hidupnya. 

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka pelaku UMKM 

dibebankan kewajiban-kewajiban sebagai pemenuhan kebutuhan 

konsumen. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, Pasal 7 kewajiban pelaku UMKM yaitu: 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  

b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur;  

c. Memperlakukan konsumen dengan baik;  

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi;  

e. Memberi kompensasi, ganti rugi barang dan/atau jasa
38

 

 

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kewajiban pelaku UMKM 

bahwa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan 

informasi yang benar, jelas, dan jujur, memperlakukan konsumen dengan 

baik, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi, memberi 

kompensasi, ganti rugi barang. 

 

4. Tanggungjawab Pelaku UMKM 

Dalam memproduksi barang dan/atau jasa, pelau usaha tidak hanya 

semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi juga harus 

memperhatikan kepentingan konsumen. Maka dari itu, selain memiliki 

hak, pelaku UMKM dituntut akan tanggungjawabnya. pelaku UMKM 

bertanggungjawab atas hasil produksinya baik.  

                                                             
38
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Dewasa ini, pelaku UMKM dituntut mengenai tanggungjawab 

social (social responsibility) masalah sosial (social problems). Artinya, 

selain ia harus bertanggungjawab terhadap perusahaan, ia juga harus 

bertanggungjawab atas masalah yang timbul di masyarakat sehubungan 

dengan hasil produksi, cara produksi serta pemasaran produk-produknya.  

Pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya berdasarkan motif 

dan kepentingan ekonomi dengan menggunakan prinsip di atas, maka 

terdapat kecenderungan Pelaku UMKM untuk menghalalkan segala cara 

untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin tanpa 

memperhatikan hak-hak konsumen untuk menghindari hal tersebut perlu 

diimbangi tanggungjawab sosial Pelaku UMKM.
39

 

Tanggungjawab sosial yang dibebankan kepada pelaku UMKM 

berkaitan dengan prinsip ekonomi yang diterapkan oleh pelaku UMKM, 

yaitu dengan pengorbanan yang seminimal mungkin berusaha memperoleh 

keuntungan yang semaksimal mungkin.  

Uraian di atas bahwa tanggungjawab sosial pelaku UMKM dapat 

diwujudkan dalam produksi barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan-

ketentuan yang telah diterapkan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM 

berkaitan dengan prinsip ekonomi yang diterapkan. Antara lain dengan 

mengikuti ketentuan-ketentuan berproduksi yang telah diatur dalam 

Undang-undang, maupun mengenai standarisasi mutu barang produksi dan 

industri yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang terkait lainnya. 
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C. Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa 

1. Pengertian Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pencantuman tanggal 

kedaluwarsa yaitu makanan yang terlewat dari batas waktunya atau 

makanan yang berbahaya bagi kesehatan.
40

 Menurut Keputusan Dirjen 

POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan 

Daluwarsa menyatakan bahwa: 

a. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan 

yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia akan 

tetapi bukan obat. 

b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar, atau bentuk pernyataan lain 

yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai 

keterangan atau penjelasan. 

c. Makanan daluwarsa adalah makanan telah lewat tanggal kedaluwarsa 

d. Tanggal kedaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin 

mutunya sepanjang mengikuti petunjuk diberikan oleh produsen.
41

 

 

Kedaluwarsa merupakan lewatnya ataupun habisnya jangka waktu 

sebagaimana yang telah ditetapkan dikonsumsi, maka makanan tersebut 

membahayakan bagi kesehatan mengkonsumsinya. Hal ini disebabkan 

karena produk tersebut telah kedaluwarsa sehingga dapat mengganggu 

kesehatan dan apabila dikonsumsi alam jangka waktu yang cukup lama 

dapat menyebabkan kanker, tanggal daluwarsa merupakan batas jaminan 

produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya.
42
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Pencantuman tanggal kedaluwarsa merupakan suatu kondisi dimana 

suatu produk pangan sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat 

waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk 

yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen 

juga harus cerdas dalam membeli suatu produk. Namun masalah 

yang dihadapi konsumen tidak hanya sampai disana, persaingan 

global yang membuat produsen makanan kemasan menghalalkan 

segala cara meraup keuntungan, salah satunya dengan mengedarkan 

makanan kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa yang kerugian.
43

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa produk 

pencamtuman tanggal kedaluwarsa merupakan produk pangan yang tidak 

layak untuk dikonsumsi karena di dalam makanan tersebut sudah tercemar 

oleh bakteri maupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut 

tidak lagi dijamin oleh produsen. 

2. Peraturan Pencamtuman Tanggal Kedaluwarsa 

Pengaturan mengenai tanggal kadalauarsa pada produk pangan di 

Indonesia cukup banyak ditemukan, di antaranya pada Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit pada pasal 

28D dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, 

serta kepastian hukum.  

Konsumen memiliki hak atas terjaminnya barang atau jasa yang akan 

dipakainya, perlindungan terhadap dirinya dari barang atau jasa tersebut, 

serta kepastian hukum dalam upaya yang ditempuh apabila terjadi 

kerugian akibat barang atau jasa tersebut di kemudian hari.
44
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Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bagian 

perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku 

usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Dari segi 

konsumen, dalam Pasal 4 huruf a secara eksplisit disebutkan keselamatan 

dalam mengkonsumsi suatu barang dan makanan kemasan tanpa tanggal 

kedaluwarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pada Pasal 4 

huruf c secara eksplisit disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi 

yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dikaitkan dengan 

pencantuman tanggal kedaluwarsa. 

3. Metode Penentuan Pencamtuman Tanggal Kedaluwarsa 

Penentuan batas kedaluwarsa dilakukan dengan penentuan batas 

kedaluwarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan produk. Faktor 

tersebut misalnya adalah keadaan ilmiah, berlangsungnya perubahan, serta 

terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal), kondisi atmosfer serta 

daya tahan kemasan kemasan selama transit dan sebelum digunakan 

terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau.
45

 

Umumnya produsen akan mencantumkan batas kedaluwarsa sekitar 

dua hingga tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang 

sesungguhnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan, menghindarkan dampak 

yang merugikan konsumen, batas kedaluwarsa benar-benar terlampaui.
46
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Memberi tenggang waktu kepada produsen untuk menarik produk-

produknya yang telah melampaui batas kedaluwarsa dari para pengecer 

atau tempat penjualan, agar konsumen tidak lagi membeli produk tersebut. 

Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan 

pada konsumen, seperti keracunan makanan. 

 

4. Dampak Negatif Tidak Mencamtumkan Tanggal Kedaluwarsa 

Dampak negatif atau efek samping yang diderita oleh konsumen 

akibat mengkonsumsi makanan kedaluwarsa adalah keracunan. Keracunan 

makanan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengonsumsi 

makanan yang tidak sehat.
47

 Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu 

perut mulas, mual, muntah, diare dan diserta kulit kemerahan, kejang dan 

pingsan. Gejala dari keracunan dapat digolongkan menjadi beberapa 

gologan gejala keracunan yaitu:  

a. Keracunan ringan, yaitu apabila gejala keracunan hanya terasa perut 

mulas, melilit dan rasa ingin buang air tetapi yang dikeluarkan hanya 

angin maka keadaan keracunan ringan. 

b. Keracunan sedang, yaitu apabila gejala keracunannya adalah pederita 

merasakan sakit perut yang disertai diare dan terkadang pusing dan 

muntah, maka keadaan ini tergolong keracunan sedang. 

c. Keracunan berat, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita 

merasakan nyeri perut yang hebat disertai diare ag tidak tertahakan, 

muntah, sakit kepala, atau timbul bintik-bintik merah.
48

 

 

Kedaluwarsa jika disimpulkan adalah penjualan barang ataupun 

peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual 
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kepada konsumen disebabkan karena produk tersebut telah kedaluwarsa 

sehinga dapat mengganggu kesehatan apabila dikonsumsi dalam jangka 

waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker. 

Tanggal kedaluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun 

pelaku usaha terhadap keamanan produk yang diproduksinya. Sebelum 

mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk 

tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang 

kemasannya belum terbuka ataupun penyimpanannya sesuai dengan 

seharusnya. Apabila makanan telah memasuki batas tanggal 

penggunaannya maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk 

dikonsumsi karena didalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri 

maupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut. 

 

D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Perlindungan Konsumen 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK), menyatakan mengenai pengertian konsumen yaitu bahwa 

konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, keluara, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak 

diperdagangkan. Konsumen adalah pihak yang menggunakan atau 

memanfaatkan baik barang maupun jasa, untuk kepentingan diri sendiri 

maupun untuk kepentingan orang lain. Konsumen dapat seorang individu 

maupun organisasi, yang masing memiliki peran yang berbeda.
49
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Konsumen merupakan bagian dari hukum atau aturan perlindungan 

konsumen yang memuat asas-asas, aturan atau kaidah yang bersifat mengatur 

dan memiliki sifat memberikan perlindungan bagi konsumen. 

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum 

terhadap hak dan kewajiban manusia. Perlindungan hukum bagi 

konsumen diperuntukkan bagi untuk konsumen untuk menjaga hak-

haknya. Dalam penjelasan UUPK dikatakan konsumen berada dalam 

posisi yang lemah. Karena itu ia harus dilindungi oleh hukum. Salah 

satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada 

masyarakat.
50

  

 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai 

suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki 

konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan dan kedamaian.
51

  

Sedangkan, menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 

UUPK menyatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen.
52

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 dan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 58 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan 

Prinsip Hukum Ekonomi Syariah untuk menjadi acuan dalam menyelesaikan 

masalah konsumen dalam hal ini, peneliti berfokus pada: 
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1. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan konsumen yang bertujuan : 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen  

untuk melindungi diri; 

b.  Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi;
53

 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggungjawab dalam berusaha; 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

 

2. Pasal 7 kewajiban pelaku usaha huruf b : “memberikan informasi yang 

benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa 

memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 

3. Pasal 8 Perbuatan yang di larang pelaku usaha  menyatakan pada ayat
54

 

a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 

barang dan/atau jasa yang: 

1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah 

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau 

etiket barang tersebut; 

3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 

4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 

kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 

pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana 

dinyatakan dalam label keterangan barang dan/atau jasa tersebut: 
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6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualanbarang dan/atau jasa 

tersebut; 

7) Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 

8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan "halal" dicantumkan dalam label;
55

 

9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan; 

10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat 

atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap 

dan benar atas barang dimaksud. 

c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan 

yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa 

memberikan informasi secara lengkap dan benar. 

d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib 

menariknya dari peredaran. 

 

4. PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pasal 1: Pelaku 

usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
56

 

5. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah 

a. Prinsip Keadilan 

Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam 

mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak 
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hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunah Nabi tetapi juga 

berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan 

berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan.
57

 

Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, 

kualitas poduksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul 

dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan 

keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur 

dalam Al-Qur’an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian. 

b. Prinsip Al-Maslahah 

Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu 

mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat. Kemaslahatan memiliki 

3 sifat, yaitu: (a) Dharuriyyat, adalah sesuatu yang harus ada demi 

tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka 

kebaikan akan sirna. keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki 

termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan 

dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli. (b) 

Hajiyyat, adalah sesuatu dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan 

kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya 

kehidupan. seperti jual-beli (c) Tahsiniyyat, adalah mempergunakan 

sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. 

Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum 

Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia. 
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c. Prinsip Perwakilan (Khalifah) 

Manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia 

telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta 

materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara 

efektif.
58

 Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman 

hidup dalam bentuk kitab-kitab suci. dan shuhuf dari Allah SWT., 

yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya 

sendiri selama di dunia maupun di akhirat. 

d. Prinsip Amar Ma‟ruf Nahy Munkar 

Amar Ma‟ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum 

Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar 

direalisasi-kan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang 

mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram. 

e. Prinsip Tazkiyah 

Tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, 

proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai 

agent of develop-ment. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka 

apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh 

manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri 

sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
59
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari 

lapangan untuk kemudian dicermati penelitian yang dilakukan di suatu  

tempat  yang  dipilih sebagai  lokasi  dan objektif penelitian.
60

 

Suatu cara yang dilakukan dalam proses penelitian dalam rangka 

memperoleh fakta dan prinsip secara sistematis. Kebenaran suatu 

penelitian dapat diterima apabila ada bukti–bukti nyata yang sesuai dengan 

prosedur penelitian dan sistematis dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Uraian di atas merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke 

lokasi penelitian yang diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat. Dalam hal 

ini yang diteliti yaitu kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan 

Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam 

bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah”.
61
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Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha 

mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Penelitian 

deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis faktual akurat 

mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
62

 

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial 

subjek, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata suatu konteks 

khusus yang alamiah tentang kepatuhan hukum pelaku UMKM di 

Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa. 

Penelitian kualitatif ditunjukan mengumpulkan informasi secara aktual 

mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa yang ada. 

B. Sumber Data 

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.
63

 Sumber 

data bagi peneliti merupakan suatu pokok terpenting melakukan penelitian. 

Sumber data di dalam suatu penelitian biasanya dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat 

memberikan suatu informasi, fakta dan juga gambaran mengenai peristiwa. 

Sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan secara 

langsung dari lapangan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu.
64

 Terkait 
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penelitian ini, dalam penentuan sumber data serta teknik sampling yaitu 

menggunakan purposive sampling.
65

 

Adapun yang dimaksud dengan purposive sampling adalah metode 

pengambilan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu yang 

dianggap relevan dan dapat mewakili objek penelitian yang akan diteliti. 

Dimana teknik pengambilan sampel tersebut secara sengaja dan tetap 

sesuai dengan sampel yang diperlukan.
66

 

Kriteria kriteria yang menjadi pertimbangan utama peneliti dalam 

pengambilan sumber data tersebut yakni:  

a. Sampel merupakan pelaku UMKM sekitar yang ikut serta dalam 

anggota pemilik karyawan UMKM.  

b. Anggota sampel yang menjadi informan adalah yang dianggap 

berkompeten serta memahami kondisi UMKM.  

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari 

responden Dimana pengambilan data penelitian dari pengelola pelaku 

UMKM yaitu Ibu AH, Bapak AT, Ibu SR, Ibu LT, Bapak DW supaya 

lebih berfokus pada pelaku UMKM untuk pengambilan datanya dititik 

beratkan pada kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro 

Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa. 

2. Sumber data Skunder 

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui 

buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang 
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merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.
67

 Sumber data sekunder 

adalah sumber data kedua setelah sumber data primer”
68

 

Uraian di atas dapat dipahami bahwa sumber data sekunder 

diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan 

dalam peneltian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. 

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil 

penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus 

ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian, hakekatnya penelitian 

adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif, antara lain: 

1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. 

dan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”
69

  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. 

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer).
70

 

 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian, wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. 
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Wawancara semi terstruktur adalah peneliti diberi kebebasan dalam 

bertanya dan mengatur alur dalam melakukan wawancara, adapun yang 

akan diwawancarai informan pelaku UMKM yaitu Ibu AH, Bapak AT, Ibu 

SR, Ibu LT, Bapak DW tentang kepatuhan hukum pelaku UMKM di 

Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen. 

Selan itu juga dapat dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis maupun film 

yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”
71

 

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi 

responden.
72

 Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.
73

 

Uraian di atas bahwa data yang dikumpulkan adalah data UMKM 

yang ada di Kecamatan Metro Utara. Maka metode dokumentasi 

digunakan untuk penyeledikan terhadap dokumentasi mencari data 

diperlukan. Setelah melakukan wawancara, dan dokumentasi kemudian 

mengadakan reduksi, merangkum, memfokuskan yang penting. 

D. Teknik  Analisis Data 

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis 

kualitatif lapangan, merupakan keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif 
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adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber 

dari tertulis atau ungkapan tingkah laku diobservasi dari manusia.
74

 

Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif dengan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi 

hukum.
75 Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan 

keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis.
76

  

Analisis data dilakukan dengan metode berpikir induktif. Metode 

berpikir induktif adalah pengumpulan data harus sudah memahami arti 

berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, 

arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Sejak awal memasuki lapangan 

dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis 

dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari 

pola, tema, hubungan persamaan. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu setelah semua data 

seperti hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh maka akan dianalisis data 

tentang fakta kongrit mengenai kepatuhan hukum pelaku UMKM di 

Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa kemudian 

akan ditarik kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kecamatan Metro Utara 

Keberadaan Kecamatan Metro Utara mulai dari sejarah berdirinya 

hingga saat ini. Secara singkat perkembangan di Kecamatan Metro Utara 

dalam perjalanan waktu. Penduduk Kecamatan Metro Utara pada saat itu 

masih dalam penderitaan yang panjang, namun masa pemerintahan, 

khususnya warga Kecamatan Metro Utara.
77

  

Pemersatu membangun kelurahannya agar menjadi maju dan 

menciptakan tatanan kehidupan baru aman, damai, tentram dan sejahtera 

sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman, melalui perjalanan yang 

panjang ternyata Kecamatan Metro Utara mengalami perubahan kemajuan.  

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk semakin pesat, maka atas 

dasar itulah pemerintah menerbitkan Undang-Undang dan Peraturan 

Daerah, antara lain: Melalui Peraturan Daerah Nomor 34 tahun 1986 

tanggal 14 Agustus 1986 maka dibentuklah Kota Administratif Metro, yang 

diresmikan pada tanggal 09 September 1987 oleh Menteri Dalam Negeri. 

Yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul.
78

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang otonomi 

daerah, Kota Administrasi Metro resmi berubah menjadi Kota Metro  
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dengan dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Metro Raya terdiri dari 4 

kelurahan, Kecamatan Bantul terdiri dari 2 kelurahan
79

 

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 

tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, 

wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 

Kecamatan yaitu Metro Pusat, Metro Utara, Metro Selatan, Metro Barat 

dan Metro Selatan, serta terdiri dari 22 Kelurahan
80

. 

Sejak berdirinya Kecamatan Metro Utara sampai sekarang, telah 

mengalami pergantian pimpinan Kecamatan. Adapun camat yang pernah 

menjabat di Kecamatan Metro Utara sampai sekarang adalah: 

Tabel 1 

Camat yang Pernah Menjabat di Kecamatan Metro Utara
81

 

No Nama Camat Keterangan 

1 Miftahudin, BA Mulai tahun 2001 sampai tahun 2005 

2 Drs. Ramli May Mulai tahun 2005 sampai tahun 2006 

3 Kusdiyanto Mulai tahun 2006 sampai tahun 2008 

4 Drs. Mustahal Mulai tahun 2008 sampai tahun 2010 

5 Drs. Juri Mulai tahun 2010 sampai tahun 2013 

6 Drs. Jhonizar Arifin Mulai tahun 2013 sampai tahun 2014 

7 Subkhi, MM Mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 

8 Suherno, SH Mulai tahun 2016 sampai tahun 2018 

9 Nurilman, SH April tahun 2018 sampai Januari 2021 

10 Wilastri, S.IP, MM Mulai Januari 2021 sampai sekarang 
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2. Kondisi Giografis Kecamatan Metro Utara 

Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 

Tahun 1999, yang sebelumnya berstatus Kota Administratif. Pertama 

terbentuk Kota Metro masih terdiri dari dua Kecamatan, yaitu Kecamatan 

Metro Raya dan Kecamatan Bantul. Dari dua Kecamatan dimekarkan 

menjadi lima Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Metro Utara.
82

 

Kecamatan Metro Utara semula merupakan bagian dari 

Kecamatan Metro Raya dan sebagian Wilayah Kecamatan Bantul, yang 

kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 

2000, tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan Metro 

Utara menjadi Kecamatan definitif.
83

 

Kecamatan Metro Utara secara geografis terletak pada 105,17-

105,19 Bujur Timur dan 56-58 Lintang Selatan. Luas wilayah Kecamatan 

Metro Utara 11,28 km terletak pada ketinggian 48 m dari permukaan laut, 

topografi secara umum dataran. Jarak dari pusat pemerintahan Kota 3 km, 

Kecamatan Metro Utara, yang pembentukannya berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 25 Tahun 2000 secara administratif.
84

 

3. Visi dan Misi Kecamatan Metro Utara 

Mengacu pada visi Kota Metro “Terwujudnya Kota Pendidikan 

Yang Unggul Dengan Masyarakat Yang Sejahtera” dengan menyediakan, 

meningkatkan dan pemerataan kualitas fasilitas yang menunjang iklim dan 

budaya belajar masyarakat, sehingga tercipta masyarakat patuh belajar. 
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Misi Kota Metro yaitu: membangun sumber daya manusia yang 

bertaqwa, berkualitas, profesional, unggul, berdaya saing dan berakhlak 

mulia melalui sistem pendidikan yang terarah dan komperhensif. 

Menciptakan keseimbangan pembangunan Kota dengan memperhatikan 

kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup.
85

 

Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi 

yang berbasis perdagangan dan agroindustri, memperbaiki iklim usaha, 

menarik investasi dan penyediaan lapangan kerja, pemerintahan yang baik 

dan bertanggungjawab. Mewujudkan kehidupan demokrasi dalam segala 

aspek kehidupan, menjujung tinggi menghormati hak azasi manusia, 

menjunjung tinggi hukum dan menjamin tegaknya supremasi hukum 

mewujudkan kemandirian rakyat melalui prinsip otonomi. 

4. Data Penduduk Kecamatan Metro Utara 

Penduduk Kecamatan Metro Utara sebagian besar berasal dari suku 

Jawa, karena dalam sejarah Kecamatan Metro Utara pada zaman dahulu 

adalah daerah kolonisasi Belanda. Penduduk dari pulau Jawa 

bertransmigrasi dari Jawa ke Lampung pada tahun 1936 dan ditempatkan 

pada bedeng-bedeng.
86

 

Kecamatan Metro Utara tidak mengenai asal-ussul  kependudukan 

semata, tetapi terkait pula dengan apa saja yang dilakukan oleh penduduk 

dalam mempertahankan hidupnya sehingga dalam masalah kependudukan 

terdapat beberapa indikator dapat menggambarkan keadaan kependudukan 
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di daerah tersebut.
87

 Indikator-indikator tersebut antara lain adalah jumlah 

dan laju pertumbuhan penduduk, kepadatan  penduduk, rasio jenis kelamin 

dan lain sebagainya. 

Data ketenagakerjaan sangat diperlukan terutama untuk evaluasi 

perencanaan pembangunan dibidang ketenagakerjaan seperti peningkatan 

ketrampilan tenaga kerja, dan berusaha produktivitas tenaga kerja. 

Pemahaman terhadap indikator tersebut mutlak dibutuhkan bukan hanya 

dalam penghitungannya, tetapi cara menginterpretasikan angka tersebut. 

 

B. Kepatuhan Hukum Pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam 

Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa 

Kepatuhan hukum erat kaitanya dengan Budaya hukum yang kaitanya 

dengan kepatuhan hukum masyarakat. Semakin tinggi kepatuhan hukum 

masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah 

pola piker masyarakat mengenai hukum selama ini.   

Kegiatan ekonomi skala kecil pada umumnya mudah dilakukan oleh 

individu-individu lainnya dan kelompok masyarkat kecil yang memiliki 

pendidikan randah dan ditunjukan untuk menambahkan pendapatan mereka 

atau mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Meskipun beberapa 

produsen yang menetapkan bahwa memproduksi makanan ringan sebagai 

pekerjaan pokok, dan adapun sebagai pekerjaan sampingan saja untuk 

memambah pendapatan. Pelaku UMKM merupakan wadah bagi sebagaian 

masyarakat yang mampu tumbuh dan berkembang. Secara mandiri dengan 
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memberikan andil yang besar serta mendudukin peran strategis dalam 

pembangunan ekonomi di Kecamatan Metro Utara. 

Saat ini, pelaku UMKM terus berkembang di Kecamatan Metro Utara 

sebagai sumber perekonomian yang bagus bagi daerah sekitar. Usaha- 

usaha tersebut membawa pengaruh positif bagi masyarakat karena dapat 

meningkatkan perekonomian keluarga serta menyerap tenaga kerja dan 

erus melestarikan cemilan-cemilan tradisional.
88

 

 

Hari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kecamatan Metro Utara, 

ada beberapa jenis makanan ringan yang diproduksi oleh Pelaku UMKM. 

Produk kripik singkong Bapak DW tidak ada label dan tanggal 

kedaluwarsa dalam bungkus kripik singkong, untuk komposisi bahan 

tidak dicantumkan. Karena Bapak DW tidak mencantumkan tanggal 

kedaluwarsa apabila produk kripiknya dikirim ke luar daerah Metro 

Utara seperti, Punggur Lampung Tengah dan Pekalongan Lampung 

Timur. Dengan tanggal kedaluwarsa itu sebagai informasi aja buat 

pelanggan, karena khawatirnya produk tersebut sudah penguk ujar 

Bapak DW. Apabila pengiriman kripik di daerah Metro Utara tidak 

mencantumkan label dan tanggal kedaluwarsa.
89

 

 

Berdasarkan tabel di atas di peroleh  produsen makanan ringan pelaku 

UMKM yang belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Hasil wawancara 

dari beberapa pelaku UMKM yaitu: 

Seperti Ibu SR seorang pelaku UMKM kripik tempe. Usaha yang modal 

awalnya sekitar Rp 500.000,00 ini hanya memproduksi kripik tempe. 

Saya belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produk saya 

karena saya memproduksi tidak banyak, kripk tempe itu setelah 

produksi 3 hari langsung habis.
90

 

 

Menurut penjelasan lain lain dari pelaku usaha UMKM Ibu AH seorang 

pelaku UMKM menjelaskan bahwa pembuat roti donat, beliau memulai 

usahanya sejak tahun 2010. Roti yang diproduksi beraneka ragam 

diantaranya adalah roti pasaran dan roti uleh-uleh. Dalam kemasan 

produknya hanya mencantumkan noP-IRTnya saja, sedangkan untuk 

komposisi bahan serta tanggal kedaluwarsa tidak dicantumkan.
91
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Produk roti donat yang tidak ada tanggal kedaluwarsa masih terlihat 

makanan ringan yang masih tradisional. Jika roti donat ini tidak dicantumkan 

tanggal kedaluwarsa membuat konsumen sering terkecoh, karena masa tahan 

lama pada roti ini tidak lama hanya seminggu sampai sepuluh hari saja ia 

dapat bertahan dan layak untuk dikonsumsi. 

Alasan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dan komposisi 

bahannya adalah biasanya produk-produk rumahan pelaku UMKM ini 

hanya mencantumkan P-IRT saja. Daya tahan roti yang diproduksi oleh 

Ibu AH untuk kategori roti basah hanya bertahan lima /sampai satu 

minggu, sedangkan untuk roti kering mampu bertahan 6 bulan lamanya. 

Rotinya ini apabila sudah tidak layak konsumsi maka akan timbul 

jamur di dalam rotinya.
92

 

 

Pelaku UMKM mengatakan bahwa produknya belum mencantumkan 

tanggal kedaluwarsa karena, usaha yang dirintisnya ini belum terlalu lama 

sehingga belum membuat lebel mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Mungkin 

kedepannya ia akan menambahkan lebel dan tanggal kadalwarsa tersebut. 

Mernurut pendapat Bapak AT seorang pelaku UMKM keripik tempe, 

beliau menggeluti usaha keripik tempe ini bersama istrinya sejak tahun 

2015. Keripik tempe yang diproduksi memiliki berbagai varian rasa 

seperti original, keju, jagung manis, balado, ayam bawang. Produk 

makanan ringan Bapak AT sudah mempunyai lebel "NAUFA Keripik 

Tempe " dan beliau belum mancantumkan tanggal kedaluwarsa, karena 

memproduksinya tidak banyak, ketika habis baru memproduksi lagi.
93

 

 

Sedangkan penjelasan pelaku UMKM produksi Kripik tempe Ibu SR 

menjelaskan bahwa:  

Memang sudah mempunyai lebel pada produknya belum 

mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Nama produk kripik tempe Ibu SR 

untuk menunjukan bahwa kripik tempe ini, selain itu juga untuk 

menarik pelanggan sedangkan tidak ada tanggal kedaluwarsa karena 

produknya tidak banyak jika habis baru produksi kembali.
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Pelaku UMKM yang belum mencantukan tanggal kedaluwarsa. Hasil 

wawancara dari beberapa pelaku UMKM yang belum mencantumkan lebel 

serta tanggal kedaluwarsa pada produknya karena untuk memproduksinya 

tidak banyak, ketika habis baru saya memproduksi lagi. 

Menurut penjelasan pelaku UMKM Tahu Kopong, yaitu Ibu LT usaha 

ini berdiri sejak tahun 2014. Produksi Tahu Kopong Ibu LT ini sudah 

mempunyai label dan belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa. 

Nama produk tahu kopong Ibu LT dikenal dengan "KeTahuan" yang 

diambil dari yang biasa di sebutkan di masyarakat. Nama pada produk 

itu untuk menunjukan bahwa tahu kopong ini Ibu yang buat mbak, 

selain itu juga untuk menarik pelanggan. Sedangkan Ibu tidak 

mencantumkan tanggal kedaluwarsa itu, karena tahu kopong kering dan 

daya tahanya sampai 3 hari.
95

 

 

Pemasaran bagi perusahaan merupakan dasar dan arah perusahaan 

tersebut agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Maka jelas bahwa strategi 

perusahaan merupakan salah satu poin sangat penting dan harus ditetapkan 

oleh semua perusahaan jasa maupun non jasa. Setiap perancanaan yang 

matang dan sedikit resiko akan membantu perusahaan untuk tetap bersaing. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak DW pelaku UMKM kripik 

singkong pedas, usaha ini berdiri sejak tahun 2010 di Kecamatan Metro 

Utara. Beliau mengatakan bahwa produknya memiliki izin P.IRT 

(Pangan Industri Rumah Tangga) Dinas Kesehatan Pemerintah Kota 

Metro. Usaha kripik singkong pedas ini sudah ada label dalam kemasan 

berwarna merah. Pada kemasan tertera jenis produk, varian rasa, no P-

IRT, komposisi dan berat bersih. Dalam kemasan kripik singkong pedas 

tertera baik digunakan sebelum, namun tidak diisi.
96

  

 

Beliau mengatakan bahwa produknya belum mencantumkan tanggal 

kedaluwarsa, adanya sistem penarikan produk yang telah berumur lebih dari 

satu bulan, kripik singkong pedas setelah 1 bulan masih aman dikonsumsi 
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namun teksturnya telah menurun sehingga sudah tidak layak untuk dijual. 

Alhamdulillah selama ini, belum ada komplaim dari konsumen dan distributor 

terkait kasus keracunan disebabkan oleh konsumsi kripik singkong pedas. 

Pelaku UMKM kripik singkong Bapak DW, usaha ini mutlak milik 

sendiri. Bapak DW memasarkan produknya dengan mengantarkan ke 

Pasar Metro Utara Pasar Kota Metro, di sana ada 2 penjual makanan 

ringan yang di suplai kripik singkong dari beliau. Selain di Pasar, beliau 

juga mengirim ke daerah Punggur dan Pekalongan jika ada pesanan dan 

tak sedikit pelangganya yang langsung membeli kerumahnya, untuk 

dijadikan cemilan sehari-hari, untuk acara arisan dijadikan oleh-oleh.
97

 

 

Hasil dari wawancara dengan Ibu SR seorang produsen kripik tempe, 

yang memiliki 2 orang anak.  

Menurut oenjelasan Ibu SR yang memproduksi kripik tempe sejak 

tahun 2016, sebelumnya Ibu SR memasarkan produknya hanya di 

rumah saja. Beliau belum memasarkan produknya ke Pasar karena 

kekurangan tenaga. Namun Alhamdulillah seiring berjalannya waktu 

dan setelah ditekuni, dari hasil memproduksi kripik tempe semakin laris 

dan mempunyai pelanggan.
98

 

 

Menurut pendapat Ibu AH merupakan pelaku UMKM roti donat, beliau 

memasarkan produknya ke pasar-pasar tradisional, seperti Pasar Metro Utara, 

Pasar 24 Tejosari, Pasar Kota Metro. Roti Donat yang di pasarkan diberbagai 

pasar itu merupakan roti pasaran. Sedangkan untuk roti uleh-uleh dan roti 

kering apabila ada pesanan, seperti orang hajatan.
99

 

Menurut bapak AT adalah pelaku UMKM keripik tempe beliau berusia 

38 tahun dan mempunyai 2 orang anak. Bapak AT mempunyai 

pekerjaan pokok sebagai karyawan swasta, dibantu dengan istrinya 

Bapak AT memulai usahanya ini. Produk ini dipasarkan kewarung-

warung terdekat, dan seiring berjalanya waktu beliau juga memasarkan 

lewat media sosial seperti Wathsapp.
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Menurut pendapat pelaku UMKM tahu kopong. Berdasarkan 

wawancara Ibu LT, seorang pelaku UMKM tahu kopong menjelaskan: 

Ibu LT memasarkan produknya hanya dirumah saja sehingga konsumen 

membeli langsung kepada pelaku UMKM makanan ringan ini. Dengan 

alasan memproduksinya tidak banyak dan beliau ingin mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar.
101

 

 

Mengangkat harkat dan martabat konsumen serta menciptakan 

kemasalahatan, hal-hal yang membawa dampak negatif dari pemakaian barang 

dan jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai 

upaya mengindari dampak negatif pemakaian barang dan jasa maka, pelaku 

usaha harus mempunyai tanggungjawab perbuatan yang dilakukannya. 

Hasil wawancara para pelaku UMKM dapat disimpulakan bahwa 

tanggungjawab yang diberikan kepada konsumen, yaitu berupa ganti 

rugi dengan menukarkan produknya dengan yang baru, mengembalikan 

uang konsumen kembali atau biaya kesehatan yang hanya sewajarnya, 

karena usaha mereka belum terlalu besar serta belum pernah ada kasus 

yang benar harus diselesaikan sampai melibatkan meja hijau.
102

 

 

Menurut pendapat ahli bahwa merek merupakan sebuah nama, istilah, 

tanda lambang, atau desain atau kombinasi dari semua ini, yang menunjukan 

idientitas pembuat penjual produk. Konsumen memandang merek merupakan 

sebagian dari produk merek membatu konsumen mengenali produk yang bisa 

menguntungkan mereka. Merek terbaik membawa jaminan mutu, oleh karena 

itu pentingnya merek dalam sebuah produk berdasarkan hasil wawancara 

pelaku UMKM belum mencamtukan lebel dan tanggal kedaluwarsa 

mengatakan bahwa mereka tidak merasakan atau memperoleh dampak dari 

pencantuman lebel dan tanggal kedaluwarsa produknya. Mereka mengatakan 
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bahwa mereka harus mencatumkan lebel maka menambah biaya produksi lagi, 

sementara keuntungan yang mereka peroleh tidak lah besar pada usahannya.  

Tanpa mereka ketahui bahwasanya dengan mencantumkan merek dan 

tanggal kedaluwarsa tersebut menambah daya tarik konsumen serta 

memudahkan konsumen untuk mencari atau memecan produk dan 

meningkatkan pendapatan pelaku UMKM.
103

  

 

Kepatuhan hukum para pelaku UMKM mengatakan konsumen tetap 

membeli produk makanan ringannya, terkadang konsumen menyinggung 

tentang mengapa pelaku UMKM tersebut belum mencantumkan lebel dan 

tanggal kedaluwarsa. Meskipun pelaku UMKM mengatakan bahwa mereka 

tidak memperoleh dampak dari pencantuman tanggal kedaluwarsa tersebut, 

terdapat perbedaan antara pelaku UMKM yang sudah mencantumkan tanggal 

kedaluwarsa dengan pelaku UMKM yang belum mencantumkan tanggal 

kedaluwarsa, dimana pendapatan pelaku UMKM yang sudah mencantumkan 

lebel dan tanggal kedaluwarsa lebih tinggi dari pelaku UMKM yang belum 

mencantumkan lebel dan tanggal kedaluwarsa. 

C. Analisis Kepatuhan Hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara 

dalam Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa 

Kepatuhan hukum merupakan kepatuhan atau nilai nilai yang terdapat 

di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau entang hukum yang 

diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi 

hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian kejadian yang 

konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.
104
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Tidak tercantumnya tanggal kedaluwarsa pada produk yang di edarkan 

khususnya produk makanan rumahan ini menunjukan bahwa kurangnya 

kesadaaran hukum pelaku usaha terhadap jaminan kualitas produk yang di 

edarkan dimana konsumen tidak mengetahui kapan baik sebelum di konsumsi 

(best before) dan kapan produk tersebut sudah tidak layak (espirired) untuk di 

konsumsi sehingga tidak adanya jaminan produk tersebut terhadap konsumen.  

Pencantuman tanggal kedaluwarsa pada suatu produk merupakan salah 

satu kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi terkait produk yang 

diedarkan. Jika tidak adanya informasi yang memadai produk tersebut dapat 

dikatakan cacat produk atau cacat informasi.
105

 

Namun, semua pelaku usaha produk makanan rumaha mengetahui 

tentang tanggal kedaluwarsa, akan tetapi mengenai tata cara mencantumkan 

tanggal kedaluwarsa sampai pentingnya pencantuman tanggal kedaluwarsa 

pada produk makanan rumahan banyak yang belum mengetahuinya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 3 (tiga) 

pelaku usaha UMKM dikarenakan anggota populasi cendrung bersifat 

homogen. Pada umumnya pelaku usaha dapat menjelaskan menggunakan 

bahasanya sendiri yaitu pelaku usaha Keripik Singkong Pedas, Roti donat, 

Keripik Tempe, dan Pembuatan Tahu Kopong bahwa dari ke empat pelaku 

usaha tersebut belum ada satu pun yang mencantumkan tanggal kedaluwarsa 

pada produk makanan rumahan yang selama ini mereka produksi, disamping 

mereka juga tidak mengetahui seberapa penting pencantuman tanggal 
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kedaluwarsa suatu produk mengingat tidak mencantumkan tanggal 

kedaluwarsa menurut mereka produk mereka produksi tetap ada pembeli. 

Menurut penjelasan bapak DW bahwa mereka banyak pelaku usaha 

yang sama-sama memproduksi produk makanan rumahan juga tidak ada yang 

mencantumkan tanggal kedaluwarsa.
106

  

Mengenai tata cara mencantumkan tanggal kedaluwarsa pelaku usaha 

mengaku memang tidak mengerti dan mengetahui tentang tatacara 

pencantuman hal tersebut dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang 

minim sehingga mereka tidak begitu paham tentang tatacara 

pencantuman tersebut apalagi mengenai undang-undang yang melarang 

pelaku usaha mengedarkan produknya tanpa mencantumkan tanggal 

kedaluwarsa.
107

 

 

Adanya sosialisai dari pemerintah terkait hal tersebut karena selama ini 

baik dari kantor Kelurahan, Kecamatan hanya memberikan sosialisasi tentang 

cara merangkul warga sekitar agar ikut berwirausaha dan memberikan alat 

penunjang produksi seperti kompor, blender dan bahan baku seperti kacang 

dan bahan baku lainya. Pelaku usaha UMKM beranggapan bahwa 

mancantuman tanggal kedaluwarsa tersebut pastilah rumit dan mengeluarkan 

banyak biaya dan lainnya sedangkan untuk biaya produksi sehari-hari saja 

masih susah agar bisa menutup dan mencukupi untuk produksi kembali.  

Jadi dapat dikatakan faktor-faktor penyebab pelaku usaha UMKM tidak 

mencantumkan tanggal kedaluwarsa berdasarkan hasil wawancara bahwa: 

1. Adapun tingkat kepatuhan hukum yang rendah tersebut dikarenakan 

pendidikan pelaku usaha yang pada umumnya masih rendah. 

2. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait aturan pencantuman tanggal 

kedaluwarsa. 
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3. Pelaku usaha Tidak Mengetahui kewajibanya Berdasarkan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. 

4. Kurangnya inisiatif pelaku usaha dikarenakan dianggap tidak begitu 

penting. 

5. Kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai kewajiban pelaku usaha 

tersebut. 

6. Dikarenakan pelaku usaha lain yang sama-sama memproduksi produk 

makanan rumahan tidak ada yang mencantumkan tanggal kedaluwarsa.
108

 

 

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan 

pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban mereka sebagai pelaku usaha 

dimana kepatuhan hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang 

hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum timbul sikap ketaatan 

terhadap hukum dan pada akhirnya timbul kepatuhan terhadap hukum yang 

merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum. Sehingga dapat 

dikatakan pelaku usaha belum patuh hukum 100%. 

Upaya untuk melakukan peningkatan kepatuhan hukum dari pelaku 

usaha ini, sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha akan 

tetapi juga memerlukan adanya campur tangan dari pemerintah seperti 

adanya pembinaan maupun penyuluhann hukum yang teratur agar 

warga masyarakat memahami hukum tertentu, sesuai masalah hukum 

yang sedang dihadapi dimana hal tersebut merupakan tugas dari 

kalangan hukum pada umumnya, khususnya mereka mungkin secara 

langsung berhubungan dengan warga masyarakat.
109

 

 

Apabila produk yang di edarkan tetap tidak mencantumkan tanggal 

kedaluwarsa disini pelaku usaha. harus siap bertanggung jawab dimana 

tanggung jawab merupakan suatu akibat dari kebebasan seseorang tentang 

perbuatannya atau tentang apa yang telah dilakukan.
110
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Tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan produk makanan 

rumahan tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa termasuk ke dalam 

tanggung jawab mutlak (strict liability) atau yang dikenal dengan Product 

Liability ini disebut dengan tanggung jawab produk yang merupakan tanggung 

jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk 

atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk 

menghasilkan suatu produk, atau dari orang atau badan yang menjual atau 

mendistribusikan produk tersebut. 

Lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 

19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga Setiap pelaku usaha 

apabila melanggar hak konsumen serta menyebabkan kerugian bagi konsumen 

maka sudah menjadi kewajiban dari pelaku usaha untuk bertanggung jawab. 

Dimana Hak yang dilanggar disini adalah hak atas informasi mengenai produk 

makanan rumahan tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang kepatuhan hukum 

pelaku usaha UMKM yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa belum 

sepenuhnya atau (100%) belum patuh hukum dikarenakan minimnya 

pendidikan pelaku usaha yang menyebabkan kurangnya pengetahuan pelaku 

usaha terhadap hukum. mencamtukan tanggal kedaluwarsa mengatakan bahwa 

mereka tidak merasakan atau memperoleh dampak dari pencantuman lebel dan 

tanggal kedaluwarsa pada produknya. Meskipun pelaku UMKM mengatakan 

bahwa mereka tidak memperoleh dampak pencantuman tanggal kedaluwarsa 

tersebut, terdapat perbedaan yang sudah mencantumkan tanggal kedaluwarsa 

yang belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa, pendapatan pelaku UMKM 

yang sudah mencantumkan lebel dan tanggal kedaluwarsa lebih tinggi dari 

pelaku UMKM yang belum mencantumkan lebel dan tanggal kedaluwarsa. 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah 

sebagai berikut:  

1. Seharusnya ada kepatuhan hukum pada pelaku usaha UMKM agar 

mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produk yang diedarkan agar 

konsumen terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 

2. Perlunya dukungan dari pemerintah agar mensosialisasikan terkait dengan 

pentingnya pencantuman tanggal kedaluwarsa agar pelaku usaha UMKM 

mengetahui, paham dan patuh terhadap huku 
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